BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan
reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang

ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

4.1 Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah
dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah
daerah, dan lingkup nasional.  Monitoring dilakukan  untuk
mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan target-target
sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang
perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi
birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-

target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/ satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui

beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/ satuan kerja untuk membahas
kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu
dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan
lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi
birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/
satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin
dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/ satuan kerja yang
melaksanakan program reformasi birokrasi, untuk membahas
kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu
dilakukan untuk  merespon permasalahan atau perkembangan

lingkungan strategis;
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2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon

permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Selain itu, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai
berikut:

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
c. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui

instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah
dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing
pemerintah daerah. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi

biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi
birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang

dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.
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Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja

sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut:

a. Evaluasi secara periodik di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh
pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan
yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada
enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi
permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon
perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara

menyeluruh terhadap seluruh area perubahan yang telah ditetapkan;

b. Evaluasi periodik di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin
langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah;

c. Evaluasi periodik di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin
langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan

keputusan dapat diperoleh dari:
a. Hasil-hasil monitoring;
b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan
masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi ditahun-tahun

berikutnya.
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BAB V
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) ini disusun
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun
dan melaksanakan reformasi birokrasi selama waktu lima tahun. Dokumen
ini dapat dirubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan
strategis Pemerintah Kota Probolinggo. Dokumen RMRB berisi rencana
rinci reformasi birokrasi dari satu proses ke proses selanjutnya selama
lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama
akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran

tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang
berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan
secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang
makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan
komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran
aparatur Pemerintah Kota Probolinggo. RMRB 2018-2022 merupakan
instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Pemerintah Kota Probolinggo.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI
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